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5 Pansus Aset Turun ke

PANSUS Aset DPRD Provinsi
(Deprov) Sulteng akhir pekan ini
akan melakukan kunjungan ke
kabupaten/kota untuk
penelusuran dan pendataan aset
Pemprov yang ada di daerah. Hal
tersebut diungkapkan anggota
Pansus dari Partai Demokrat,
Luci Shanty.

“Minggu ini kita turun ke =
kabupaten/kota. Kami harap Wakli-["K‘-:ms":c“glm
Pemkab/kota bisa membantu ila y wuberien
menyediakan data asset
Pemprovyangada di daerahnya. Saatini ada sekira 300 aset
Pemprov yang belum memiliki sertifikat atau bukti
kepemilikan,” katanya, kemarin (18/10).

Untuk hal tersebut imbuh Uchi, Pansus telah membentuk
Pokja untuk turun ke kabupaten/kota secara bersamaan.
“Anggota Pansus dibuat beberapa kelompok kerja untuk
masing-masing kabupaten/kota,” jelasnya.

Penataan aset menjadi salahsatu temuan yang
direkomendasikan BPK RI. Uchi mengingatkan hal tersebut
agar tidak lagi menjadi temuan BPK dikemudian hari. Uchi

"meminta Karo Perlum Kasman Lassa bersikap tegas atas
sikdp pengelola barang di setiap SKPD yang tidak mau
bekerjasama dan menyerahkan data-data aset pemerintah
untuk diinventarisir Biro Pelum.

“Jika ada masakh kita banty, tapi SKPD harus bekerjasama
dengan Biro Perlum dan tidak boleh berkeras dengan tidak
menyerahkan data-data aset. Saya yakin masing-masing
SKPD punya data itu. Jangan lgi ada temuan BPK karena
dalam neraca, asset tidak diyakini kewajarannya. Bayangkan
saja asset pyowinsi senilai sekira Rp15 triliun, tapi yang
terdata baru seniki Rp4 triliun,” kata Uchi.

Uchi menyatakan tidak sependapat, jika aset dengan
mudah diserahkan pada Pemkab/kota atau pihak tertentu
yang mengajukannya ke Pemprov. “Jangan sampai, provinsi
nanti tidak punya aset. Jika tidak dikasihkan, sebaiknya
Pemprov menjawab dengan surat, karena ada daerah tiap
kami turun, selalu mengusulkan pengalihan aset provinsi
ke daerah,” paparnya.tmu





